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Abstract 
This study aims to identify and analyze the performance of the Regional Inspectorate of 
Central Sulawesi Province. This type of research uses descriptive qualitative approach, to measure 
performance based on the theory of Schermerhorn, Jr. (1994) in Dwiyanto and Baveola (2001: 3), 
consisting of: inputs (inputs), outputs (outputs), and outcomes (results). The collection of data 
through observation, interview, and documentation, dianlisis through the stages of data reduction, 
data display, and conclusion. The research concludes that, there was an imbalance of the amount of 
control object (SKPD) and the space scope of the task with the availability of auditors. Extension of 
the scope of duties and responsibilities of supervision, not offset by the availability of resources 
auditor apparatus, the availability of an adequate budget, the lack of knowledge, skills, and 
competence of auditors in the field of supervision, due to a lack of education and training intensity, 
so that the outputs and outcomes produced less efficiently and effective both in quantity and quality. 
The ability of the organization to be not optimal resources to improve the quality of supervision, 
monitoring the regional administration which encourage corruption eradication practices, and 
especially in realizing the performance accountability of local government, in order to create 
governance Good governance and clean government. 
Keywords: Performance Inputs, Outputs, and Outcomes Regional Inspectorate,Central Sulawesi 
 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam menjalankan tugas sebagai 
pengawas internal, kinerjanya sangat 
ditentukan oleh kinerja segenap sumber daya 
manusia dalam organisasi, baik unsur 
pimpinan maupun pelaksana dalam mencapai 
visi dan misi. Hal itu ditegaskan oleh Bastian 
dalam Dwiyanto (2001: 329), kinerja adalah 
gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, 
dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, 
misi dan visi organisasi tersebut. Visi 
Inspektorat Daerah adalah “Terwujudnya 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang 
Efisien dan Efektif melalui Pengawasan Yang 
Profesional”. Kinerja organisasi dalam 
mencapai visi dan misi tersebut adalah hasil 
kerja aparat dan pemimpin organisasi. Oleh 
karena itu, aparat dan pemimpin organisasi 
merupakan modal utama bagi keberhasilan 
organisasi mencapai tujuan.  
Secara internal, tugas Inspektorat 
Daerah terutama membantu Gubernur dalam 
menegakkan dan memperkuat otonomi daerah 
melalui pengawasan internal. Desentralisasi 
memberikan kebebasan yang luas kepada 
daerah untuk mengurus dan mengatur rumah 
tangganya sendiri. Kebebasan itu memiliki 
konsekuensi terjadinya penyalahgunaan 
wewenang seperti ditegaskan oleh Muchsan 
dalam Gaffar (2000:34) dalam pelaksanaan 
pemerintahan yang bersifat bebas, ada 
kecenderungan terjadinya perbuatan 
penyalahgunaan wewenang, dimana aparat 
Pemerintah dapat berbuat bebas sesuai dengan 
kebijaksanaannya.  
Dalam rangka itu, aparat Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai 
pelayan publik harus memiliki kemampuan 
untuk merespon aspirasi atau kehendak dari 
pihak yang dilayani dalam hal ini masyarakat, 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
administrasi yang benar dan tidak 
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mengorbankan masyarakat yang dilayani. 
Dalam arti, organisasi dalam menjalankan visi 
dan misi, tidak bertentangan dengan 
persyaratan dan tatanan administrasi, sedang 
prosedur pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
yang dilayani sehingga kebijakan dan 
prosedur administrasi yang ada dalam 
organisasi harus memadai untuk menjawab 
dinamika yang terjadi. Dengan demikian, 
kinerja responsibilitas sebagai pemberian 
respon menyangkut kemampuan aparatur 
dalam menghadapi dan mengantisipasi 
aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan 
baru, dan pengetahuan baru, serta organisasi 
publik harus mau dan mampu mendengarkan 
serta peka terhadap apa yang menjadi tuntutan 
dari pengguna jasa.  
Dalam rangka itu,  organisasi 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
dapat menyediakan input, output dan 
outcomes. Inputdapat dilihat dari kemampuan 
kerja aparat, ketersediaan dana atau materi 
dan modal, sarana dan prasarana. 
Kemampuan kerja aparatdapat dilihat dari 
pengetahuan, keterampilan, kompetensi, 
motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Output 
dapat dilihat dari hasil yang dicapai dari tugas 
dan fungsi yang telah dijalankan baik berupa 
fisik maupun non fisikdari unit-unit kerja 
yang ada dan pemberian pelayanan.Outcomes 
dapat dilihat dari tujuan yang telah dicapai 
apakah memiliki manfaat bagi organisasi. 
Organisasi mempunyai peran sebagai 
pelayan publik dituntut harus peka terhadap 
apa yang menjadi kebutuhan atau tuntutan 
dari pengguna jasa. Responsivitas, 
responsisbilitas dan akuntabilitas, merupakan 
komitmen organisasi menghasilkan kinerja 
sehingga sangat diperlukan dalam pelayanan 
publik  karena hal tersebut merupakan bentuk 
kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, 
memprioritaskan pelayanan, dan 
mengembangkan program-program pelayanan 
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. 
Berdasarkan pengamatan, kinerja 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
tersebut sudah cukup baik namun belum 
sepenuhnya memenuhi visi dan misi yang 
ada. Semangat otonomi daerah masih perlu 
ditingkatkan, hal ini dicanangkan dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang efisien dan efektif guna 
meminimalkan penyalahgunaan wewenang, 
penggunaan anggaran diharapkan sesuai 
dengan pemanfaatannya, hal ini lebih 
disebabkan oleh  kemampuan pegawai baik 
dari segi kualitas maupun kuantitas belum 
optimal.  Dari segi  kualitas, aparat pengawas 
di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah belum sepenuhnya memiliki 
pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 
yang memadai dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Kurang memiliki motivasi dan 
kepuasan kerja, yang disebabkan oleh 
kurangnya perhatian pimpinan memberi 
penghargaan bagi aparat yang berprestasi, dan 
kurang memberi kesempatan aparat untuk 
mengembangkan dan memberdayakan 
dirinya.     
Dari segi kuantitas, Inspektorat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah,memiliki 
keterbatasan pegawai yang mempunyai 
jabatan fungsional yaitu sebanyak 26 (dua 
puluh enam) orang, tidak  seimbang dengan 
tugas melakukan pengawasan terhadap 51 
SKPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, 
±66 SKPD di lingkup kabupaten/kota, dengan 
jumlah beban kerja sebanyak 157 kegiatan 
penugasan. selain jumlah tenaga pengawas 
yang belum memadai, masih minimnya 
frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan 
dalam rangka meningkatkan kualitas, 
sehingga tugas pengawasan belum 
sepenuhnya  optimal yang cenderung 
memberi peluang terhadap praktik-praktik 
korupsi, kolusi dan nepotiasme.     
Sebagaimana telah diuraikan tersebut di 
atas dapat dilihat, masih rendahnya tingkat  
keterampilan, kompetensi dan kesungguhan 
serta kesiapan jasmani dan rohani. Akibatnya, 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
menjadi kurang efektif dan efisien.  Disisi 
lain, sistem pembinaan karier belum terlihat 




jelas karena penilaian kinerja atau prestasi 
kerja, tidak obyektif karena tidak didasarkan 
atas prosedur administrasi yang benar, tetapi 
lebih didasarkan pada pendekatan like and 
dislike.  Kondisi itulah yang mempengaruhi 
kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, belum dapat dikatakan optimal 
mengingat visi  “Terwujudnya 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang 
Efisien dan Efektif Melalui Pengawasan Yang 
Profesional” belum sepenuhnya nampak 
dalam realitasnya. 
Permasalahan yang diuraikan tersebut 
diatas, memotivasi peneliti untuk mengetahui 
lebih mendalam melalui suatu kajian ilmiah, 
dengan merumuskan judul penelitian “Kinerja 





Jenis penelitian adalah desain kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif. 
Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian 
teknik pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan studi lapangan yang terbagi 
dalam dua bagian yaitu melalui observasi dan 
wawancara. informan dalam penelitian ini 
berjumlah 10 Orang yang ditentukan dengan 
cara pruposive, Subyek penelitian yang 
dipilih adalah informan yang mempunyai 
keterlibatan dan kompetensi terkait dengan 
masalah. Teknik analisis data digunakan 
triangulasi  yang dikemukakan oleh Miles dan 
Huberman.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kinerja Inputs 
Kinerja inputs, terdiri dari kinerja 
sumber daya manusia dan sumber daya non 
manusia. Sumber daya manusia dilihat dari 
kemampuan kerja yang didasarkan atas: 
pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang 
sesuai dengan pekerjaannya, motivasi kerja 
dan kepuasan kerja. Sumberdaya non manusia 
dalam bentuk ketersediaan anggaran, material 
(sarana dan prasarana), waktu, dan lain 
sebagainya. Sebagaimana telah diuraikan 
pada bagian di atas, tugas Inspektorat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan 
Pergub Sulawesi Tenagah No. 28 Tahun 
2009. Untuk menjalankan tugas tersebut, 
Inspektorat Daerah didukung oleh sumber 
daya manusia sebanyak 76 orang dengan 
berbagai latar belakang pendidikan dan 
pengalaman kerja. Hasil wawancara dengan 
informan kunci Bapak Mulyono, Inspektur 
menyatakan bahwa: 
“Ketersediaan sumber daya manusia aparat 
yang bertugas di Inspektorat Daerah ini 
didasarkan pada tugas pokok dan fungsi 
(tupokasi). Tugas utamanya adalah 
melaksanakan pengawasan terhadap urusan 
pemerintahan berdasarkan kewenangan yang 
tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 
28 tahun 2009. Tugas tersebut adalah 
pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
pembangunan di daerah provinsi dan 
kebupaten/kota yang dilaksanakan oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
berdasarkan asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, baik 
yang bersifat wajib maupun pilihan” 
(wawancara tgl.15 Januari 2015). 
Untuk mewujudkan visi Inspektorat 
daerah yaitu, penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang efisien dan efektif melalui 
pengawasan yang profesional mentuntut  
aparatnya  untuk  mampu berperan sebagai 
institusi yang memiliki kualitas pengawasan 
pelaksanaan pembangunan daerah sehingga 
dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (Good Governance) maupun 
pemerintahan yang bersih (Clean 
Government) dengan tujuan dapat 
memberikan kontribusi nyata bagi 
meningkatnya kemakmuran warga negara 
(masyarakat). Ketersediaan (input) sumber 
daya aparat di Inspektorat Daerah dilihat dari 
aspek kemampuan, belum seimbang dengan 
tugas yang diemban. Hal itu  diungkapkan 
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oleh informan Distyawaty selaku Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian menyatakan bahwa: 
“Jika dilihat dari pengetahuan auditor 
tentang pengawasan dapat dikatakan sudah 
cukup memadai karena sudah pernah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang 
berkaitan dengan tugas auditor.  23 (dua 
puluh tiga) auditor telah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan pengawasan. 
Namun, dilihat dari kemampuan, 
keterampilan dan kepuasan kerja belum 
sepenuhnya memadai. Hal itu dapat dilihat 
dari hasil pengawasan terhadap SKPD yang 
menjadi tanggungjawabnya ” (wawancara 
tgl. 15  Januari 2015).   
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan 
keuangan daerah terhadap SKPD dapat 
dikatakan sudah berkualitas, jika dapat 
meningkatkan bobot pertanggungjawaban 
atau akuntabilitas, serta dapat memberikan 
informasi pembuktian ada tidaknya  
penyimpangan, kesalahan serta tindak pidana 
korupsi.  Pada laporan hasil pemeriksaan, 
belum menunjukkan mutu akuntabilitas 
instansi pemerintah yang menjadi obyek 
pemeriksaan. Hasil laporan yang berkualitas 
memberikan kontribusi bagi mutu 
akuntabilitas instansi pemerintah  daerah yang 
bersih dan bebas korupsi. Sedang kualitas 
audit merupakan probabilitas (peluang) 
seorang auditor dalam menemukan dan 
melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran 
dalam sistem akuntansi kliennya. Hal itu 
diakui pula oleh informan Mudzakir, salah 
seorang auditor menyatakan bahwa:  
“Kualitas auditor selama ini belum memadai 
jika didasarkan pada Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara yang menunjukkan kualitas 
hasil  pemeriksaan. Laporan hasil 
pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan  
dalam pengendalian intern, kecurangan, 
penyimpangan dari ketentuan peraturan  
perundang-undangan, dan ketidakpatutan, 
belum dilengkapi tanggapan rekomendasi 
serta tindakan koreksi yang direncanakan” 
(wawancara tgl.16 Janurai 2015). 
 Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang mengelola anggaran, kekayaan, 
dan kewajiban menyelenggarakan akuntansi 
dan menyajikan laporan keuangan atas dasar 
akuntansi yang diselenggarakannya, sangat 
ditentukan  oleh akuntabilitas,  kompetensi, 
dan independensi pemeriksa. Variabel itu 
tertuang dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar 
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 
Dalam peraturan tersebut kualitas hasil 
pemeriksaan dilihat dari laporan hasil 
pemeriksaan. Hasil akhir dari  proses 
pemeriksaan belum dapat dijadikan sebagai 
bahan untuk mengkomunikasikan hasil 
pemeriksaan kepada auditor dan pihak lain 
yang berwenang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, dan untuk menghindari 
kesalahpahaman atas hasil audit. Hal itu 
disebabkan masih rendahnya motivasi para 
auditor dalam melakukan tugas pemeriksaan. 
Hasil wawancara dengan informan Moh. 
Basir salah seorang auditor, menyatakan 
bahwa: 
“Rendahnya motivasi para auditor dalam 
melakukana tugas pemeriksaan, selain 
terbatasnya jumlah auditor, anggaran untuk 
melaksanakan tugas audit kurang memadai. 
Walaupun fasilitas sarana dan prasarana 
telah memadai, namun tidak bisa dijadikan 
ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas audit 
jika tidak ditunjang biaya yang memadai. 
Hasil akhir dari proses pemeriksaan belum 
dapat menggambarkan laporan yang 
sebenarnya yang dapat dijadikan sebagai 
bahan untuk melakukan tindakan perbaikan 
bagi auditor dan instansi terkait dan terutama 
untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut 
dalam menentukan pengaruh tindakan 
perbaikan yang semestinya telah dilakukan” 
(wawancara, tgl.18 Januari 2015).   
Kinerja input dilihat dari ketersediaan 
sumber daya, baik sumberdaya manusia 
(auditor) maupun sumberdaya anggaran, 
belum memadai. Kondisi menyebabkan 
kinerja waktu menjadi sangat terbatas. 




Terbatasnya jumlah auditor, menyebabkan 
terbatasnya waktu pemeriksaan terhadap 
obyek yang diperiksa dalam hal ini SKPD. 
Akibat selanjutnya, kualitas kinerja input 
terhadap pengendalian kualitas pengawasan 
menjadi kurang efektif meningkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan daerah di 
setiap SKPD. Program peningkatan kualitas 
pengawasan dan akuntabilitas pemerintah 
daerah merupakan salah satu program 
Kementerian Negara Penertiban Aparatur 
Negara (MENPAN) yang bertujuan 
menyempurnakan dan mengefektifkan sistem 
pengawasan dan audit, serta sistem 
akuntabilitas kinerja instansi  pemerintahan 
(sistem AKIP). Hasil wawancara dengan 
informan Moh. Tasman Hamsun,seketaris 
Inspektorat Daerah, menyatakan bahwa: T 
“Sasaran utama mewujudkan aparatur yang 
bersih,  adalah terwujudnya sistem 
pengawasan dan audit, serta sistem 
akuntabilitas kinerja yang efektif dan 
akuntabel di lingkungan aparatur negara.   
Peningkatan pengawasan dapat dilakukan 
dengan cara meningkatkan intensitas dan 
kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit 
internal. Intensitas pengawasan dan kualitas 
pelaksanaan pengawasan tergantung  
ketersediaan sumberdaya yang digunakan 
(wawancara tgl.15 Januari 2015).  
Disisi lain, audit eksternal dan 
pengawasan oleh masyarakat belum 
terbangung dengan baik untuk menata dan 
menyempurnakan kebijakan sistem struktur 
kelembagaan dan prosedur pengawasan yang 
independen, efektif, efisien, transparan dan 
terukur. Pada gilirannya, kinerja pengawasan 
menindaklanjuti temuan pengawasan belum 
sepenuhnya maksimal. Selain itu koordinasi  
pengawasan yang lebih komprehensif (aparat 
pengawasan instansi pemerintah, sistem 
pengendalian manajemen), belum mampu 
ditingkatkan dalam mengembangkan 
penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan 
mengembangkan profesionalitas tenaga 
pemeriksa, serta mengembangkan dan 
meningkatkan sistem informasi  Aparat 
Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan 
terutama perbaikan kualitas informasi hasil 
pengawasan, kode etik dan standar audit. 
Oleh karena itu, menurut informan Haris 
Salim, salah seorang Inspektur Pembantu, 
menyatakan bahwa:  
“Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, 
selain meningkatkan kemampuan auditor dan 
anggaran,  perlu melakukan evaluasi  berkala 
atas kinerja dan temuan hasil pengawasan 
dan meningkatkan koordinasi antar aparat 
penegak hukum untuk menindaklanjuti 
temuan hasil pengawasan baik internal 
maupun eksternal. Kualitas pengawasan 
menjadi persoalan jika kemampuan auditor 
tidak ditingkatkan. Peningkatan kemampuan 
auditor, disiplin dan semangat kerja 
tergantung pada intensitas pendidikan dan 
pelatihan serta penyediaan anggaran yang 
memadai. Ketersediaan sarana, prasarana, 
waktu dan teknologi tidak ada artinya jika 
persoalan mendasar tersebut belum 
mendapatkan perhatian untuk mendukung 
pelaksanaan tugas untuk mencapai kinerja 
pengawasan”(wawancara tgl.17 Januari 
2015).  
Walaupun Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 
Tahun 2009 tentang  Jabatan Fungsional 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah dan Angka 
Kreditnya, yang seharusnya dapat menjadi 
motivator bagi para  aparatur pengawasan  
untuk lebih meningkatkan kinerjanya,  namun 
peraturan tersebut tidak ada artinya jika 
persoalan ketidakseimbangan jumlah tenaga 
auditor dengan obyek pengawasan belum 
mendapatkan perhatian. Dalam arti, kinerja 
input terutama sumberdaya manusia, belum 
optimal disebabkan ketidakseimbangan 
jumlah obyek pengawasan (SKPD), intensitas 
pendidikan dan pelatihan yang minim serta 
anggaran operasional yang kurang memadai. 
Minimnya intensitas pelatihan memunculkan 
rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan 
kompetensi di bidang pengawasan. Kondisi 
itu pada gilirannya menurunkan motivasi 
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kerja dan kepuasan kerja, walaupun inputs 
material (sarana dan prasarana), waktu, 
teknologi, dan lain sebagainya telah memadai.   
Berdasarkan uraian hasil penelitian 
tersebut di atas, kinerja inputs Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum 
sepenuhnya optimal mencapai visi dan misi 
yang disepakati bersama antara lain, 
meningkatkan kualitas sumberdaya 
pengawasan, meningkatkan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, mendorong pemberantasan praktik-
praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan 
mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja 
Pemerintah DaerahKinerja inputs belum 
sepenuhnya optimal disebabkan ketidak 
seimbangan jumlah obyek pengawasan 
(SKPD), intensitas pendidikan dan pelatihan 
yang minim serta anggaran operasional yang 
kurang memadai. Minimnya intensitas 
pelatihan memunculkan rendahnya 
pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 
di bidang pengawasan. Kondisi itu pada 
gilirannya menurunkan motivasi kerja dan 
kepuasan kerja, walaupun inputs material 
(sarana dan prasarana), waktu, teknologi, dan 
lain sebagainya telah memadai.  
 
Kinerja Outputs 
Indikator outputs yakni, hasil kerja yang 
diperoleh melalui kemampuan organisasi 
mewujudkan tujuan berdasarkan visi dan misi 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. 
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah, tentunya harus dapat 
melakukan tindakan koreksi atas 
penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya 
apabila tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hasil 
wawancara dengan informan kunci Bapak 
Mulyono,selaku Inspektur, menyatakan 
sebagai berikut:   
“Paradigma Inspektorat saat ini adalah 
sebagai “quality assurance” atau penjamin 
mutu dan “consulting partner” atau sebagai 
konsultan maupun “early warning system”, 
sebagai peringatan dini sebelum dilakukan 
pemeriksaan oleh eksternal. Perubahan 
paradigma tersebut yang tadinya sebagai 
pemeriksa saat ini lebih ditekankan 
melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) 
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota.  Hal tersebut sangat 
perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan bersih 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah. Oleh karena itu, kinerja outputs yang 
dihasilkan dalam bentuk fisik berupa laporan 
hasil pemerikasaan. Sedang output dalam 
bentuk non fisik berupa pembinaan terhadap 
SKPD agar dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku” 
(wawancara tgl. 15 Januari 2015).                                                                                               
Dalam bentuk fisik, kinerja outputs 
Inspektorat Provnsi Sulawesi Tengah, dinilai 
mendekati apa yang diharapkan yaitu dalam 
bentuk laporan hasil pemeriksaan. Laporan 
tersebut dibuat dalam bentuk dokumen hasil 
pemeriksaan dan temuan kasus, selang 
periode satu tahun anggaran sebelumnya 
dengan memberikan beberapa rekomendasi 
yang perlu ditindaklanjuti. Namun, tidak 
semua kasus yang ditemukan dapat 
ditindaklanjuti penyelesaiannya. Inspektorat 
Daerah hanya sebatas memberi rekomendasi, 
sedang penyelesaian kasus berkaitan dengan 
masalah hukum. Kasus yang sudah 
diselesaikan umumnya merupakan 
pelanggaran administrasi dan ditindaklanjuti 
dengan memberikan pembinaan dan 
perbaikan sesuai dengan ketentuan prundang-
undangan yang berlaku. Adapun kasus yang 
ditemui selama periode 5 (lima) tahun 
terkahir yaitu, dari  tahun 2009 hingga tahun 
2013 diuraikan  pada tabel berikut ini:           
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Pada data pada tabel 1 tersebut di atas, 
jelas bahwa kinerja outputs secara fisik belum 
mencapai target penyelesaian. Terdapat 
sekitar 492 kasus laporan hasil pemeriksaaan 
yang belum ditindaklanjuti. Kasus yang 
belum ditindaklanjuti tersebut setiap tahun 
mengalami peningkatan. Hasil wawancara 
dengan informan Muh. Tasman Hamru, 
selaku Sekretaris Inspektorat menyatakatan 
sebagai berikut: 
“Belum optimalnya kinerja outputs, lebih 
disebabkan keterbatasan tenaga auditor dan 
anggaran untuk melaksanakan pengawasan 
dan pembinaan. Tugas pengawasan yang 
harus diawali dengan perencanaan program 
pengawasan, belum  mendapatkan dukungan 
penuh dari kebijakan dan fasilitas 
pengawasan, serta pelaksanaan pelayanan 
teknis ketatausahaan Inspektorat. Akibatya, 
dalam pemeriksaan, pengusutan, pengujian, 
dan penilaian tugas pengawasan, terhambat 
dan tidak mencapai target penyelesaian kasus 
secara tuntas”(wawancara tgl. 15 Janurai 
2015). 
Berdasarkan pengamatan, Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
menyusun program kerja pengawasan tahunan 
(PKPT) sudah baik berdasarkan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi. Namu Penyusunan 
program kerja yang baik belum sepenuhnya 
berpedoman pada kebijakan pengawasan 
berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan, 
dan menghindari temuan berulang serta  
memperhatikan efisiensi anggaran dan 
efektifitas dalam penggunaan sumberdaya 
manusia sehingga tumpang tindih kegiatan 
maupun anggaran tidak terjadi. Hasil 
wawancara dengan Haris Salim salah seorang 
Inspektur Pembantu Wilayah III, menyatakan 
sebagai berikut: 
“Pada dasarnya Inspektorat telah menyusun 
program kerja pengawasan tahunan (PKPT). 
Namun karena luasnya ruang lingkup tugas 
pengawasan meliputi pemeriksaan reguler 
dan non reguler sehingga PKPT disesuaikan 
dengan kemampuan sumber daya yang ada. 
Pemeriksaan reguler terhadap SKPD tidak 
hanya ditingkat Provinsi, tetapi hingga ke 
tingkat kabupaten/kota. Demikian pula 
pemeriksaan non reguler menyangkut 
pemeriksaan tertentu seperti persoalan 
persoalan pendidikan dari tingkat dasar, 
menengah hingga kejuruan. Selain itu juga 
melakukan audit prakontrak pengadaan 
barang dan jasa,  kas opname dan persediaan 
barang, dan melakukan pendampingan tindak 
lanjut terhadap BPK-RI ” (wawancara tgl.15 
Januari 2015). 
Hal yang sama juga diutarakan oleh 
informan Suryani, salah seorang auditor 
menyatakan bahwa: 
“Luasnya ruang lingkup kerja Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak 
seimbang dengan sumber daya aparat dan 
ketersediaan anggaran, sehingga 
pengawasan atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah, belum sesuai dengan 
harapan terutama menghindari temuan 
berulang serta  memperhatikan efisiensi 
anggaran dan efektifitas dalam penggunaan 
sumberdaya manusia. Selain itu, masih 
ditemukannya pula tumpang tindih kegiatan 
maupun anggaran yang menyebabkan 
rendahnya kualitas pelaksanaan 
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pembangunan daerah dalam mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) maupun pemerintahan yang 
bersih (clean government)” (wawancara 
tgl.16 Januari 2015).  
Tujuan pengawasan adalah dalam 
rangka meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 
agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi 
meningkatnya kemakmuran warga 
masyarakat di daerah. Oleh karena itu, upaya 
untuk dapat melakukan pengawasan terhadap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
berada di lingkungan pemerintahan Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota, 
didasarkan pada rencana kerja yang mengacu 
kepada berbagai peraturan perundangan 
dalam rangka membentuk sistem sehingga 
memperkecil adanya kesempatan dalam 
rangka mengurangi tingkat kebocoran 
anggaran sehingga tujuan mensejahterakan 
rakyat dapat terwujud. Berkaitan dengan hal 
itu, informan Rahma, salah seorang auditor, 
menyatakan bahwa:   
“Kinerja outputs sebagai hasil kerja 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, secara fisik dalam bentuk reviu 
laporan keuangan SKPD Provinsi, reviu  
laporan keuangan pemerintah 
kabupaten/kota, evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi 
RKA SKPD, evaluasi renstra SKPD, dan 
Pemeriksaan Khusus berkaitan dengan 
pengaduan masyarakat atau pegawai maupun 
yang berasal atas permintaan/perintah 
Gubernur. Dalam melaksanakan pengawasan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Inspektorat berkoordinasi dengan Inspektorat 
daerah khususnya di Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan” (wawancra tgl. 18 Januri 
2015). 
Keberadaan Inspektorat di Daerah 
dalam rangka membantu melakukan 
pengawasan secara intern berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 23 
Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah 
untuk menciptakan pemerintahan yang baik. 
Berdasarkan ketentuan tersebut,  disusun 
program kerja pengawasan tahunan (PKPT) 
untuk menentukan program prioritas 
Inspektorat dan  disesuaikan dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2009, tentang Jabatan 
Fungsional Pengawas Pemerintahan pada 
Inspektorat Kabupaten/Kota serta Peraturan 
Bersama Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010, 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka 
Kreditnya. Hasil wawancara dengan informan 
Muh. Tasman Hamsun, Sekretaris Inspektur 
menyatakan bahwa: 
“Untuk mengefektifkan tugas pengawasan 
internal,  program kerja pengawasan tahunan 
difokuskan pada kegiatan tertentu seperti 
pemeriksaan administrasi umum 
pemerintahan diprioritaskan pada kebijakan 
daerah yang dititik beratkan pada 
sinkronisasi  dan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan dengan objek 
pemeriksaan di Sekretariat Daerah. Sedang 
menyangkut kelembagaan daerah dititik 
beratkan pada kemampuan kelembagaan 
dengan objek pemeriksaan di Sekretariat 
Daerah. Program kerja pemeriksaan 
terhadap sumber daya manusia (SDM) 
daerah dititik beratkan pada formasi 
pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan 
dan pemberhentian PNS, pengangkatan 
dalam jabatan (mutasi pegawai) serta 
pendidikan dan pelatihan dengan objek 
pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah 
dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. 
Demikian pula program pengawasan 
terhadap keuangan daerah dititik beratkan 
pada kebijakan keuangan daerah, 
perencanaan dan penganggaran, pendapatan 
daerah dengan objek pemeriksaan di 
Sekretariat Daerah/ Badan/ Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas




Pendapatan Daerah. Sedang pemeriksaan 
atas aset/barang daerah dititik beratkan pada 
kebijakan pengelolaan barang daerah, 
perencanaan kebutuhan dan pengadaan 
barang/jasa dengan objek pemeriksaan di 
Sekretariat Daerah/ Badan/ Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset” 
(wawancara tgl. 15 Januari 2015). 
Kinerja output terkait dengan visi, misi, 
serta program Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah pada jangka waktu tertentu. 
Oleh karena itu diperlukan program kerja 
tahunan untuk menentukan prioritas karena 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik 
sumber daya manusia maupun sumber daya 
non manusia terutama fasilitas anggaran. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, 
belum optimalnya kinerja output, lebih 
disebabkan belum adanya keseimbangan 
ruang lingkup tugas dengan sumberdaya yang 
digunakan. Kondisi sumber daya manusia 
sebagai auditor Inspektorat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah sebagaimana telah diuraikan 
pada bagian di atas, yang tersedia sebanyak 
23 (dua puluh tiga) orang belum seimbang 
dengan tugas melakukan pengawasan 
terhadap 48 (empat puluh delapan) SKPD dan 
institusi terkait ditambah dengan 11 (sebelas) 
kabupaten/kota  dengan 55 (lima puluh lima) 
SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.   
Kinerja outputs belum sepenuhnya 
optimal disebabkan tidak adanya 
keseimbangan ruang lingkup tugas dengan 
sumberdaya yang digunakan. Kondisi sumber 
daya manusia sebagai auditor Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
sebagaimana telah diuraikan pada bagian di 
atas, yang tersedia sebanyak 23 (dua puluh 
tiga) orang belum seimbang dengan tugas 
melakukan pengawasan terhadap 48 (empat 
puluh delapan) SKPD dan institusi terkait 
ditambah dengan 11 (sebelas) kabupaten/kota 
di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.  
 
Kinerja Outcome 
Indikator kinerja outcomes yang 
dimaksud dalam penelitian ini yakni, 
kemampuan organisasi mencapai tujuan yang 
memiliki manfaat bagi organisasi yakni, 
meningkatnya kualitas sumber daya 
pengawasan, meningkatkan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, dapat mendorong pemberantasan 
praktik-praktik KKN, dan dapat mewujudkan 
akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, 
dalam rangka menciptakan tata kelola 
Pemerintahan yang baik dan pemerintahan 
yang bersih. Hasil wawancara dengan 
informan kunci Mulyono, Inspketur, 
menyatakan bahwa:  
“Kinerja outcome sebagai manfaat dari hasil 
kerja Inspektorat adalah terciptanya tata 
kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan 
berwibawa, profesional dan 
bertanggungjawab yang diwujudkan dengan 
sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan 
efektif serta dapat memberikan pelayanan 
yang prima kepada seluruh masyarakat. 
Kondisi itu tercipta disebabkan oleh sumber 
daya manusia di Inspektorat, khususnya 
auditor mampu melaksanakan tugas dengan 
baik yaitu menghasilkan laporan hasil audit 
yang dapat ditindaklajuti sebagai pemecahan 
masalah dari berbagai kasus yang ditemui. 
Dengan demikian, dapat mengefektifkan 
penggunaan anggaran bagi kesejahteraan 
masyarakat”(wawancara tgl. 15 Januari 
2015). 
Tugas dalam rangka meningkatkan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dapat mendorong 
pemberantasan praktik-praktik KKN, dan 
terutama dapat mewujudkan akuntabilitas 
kinerja Pemerintah Daerah, menuntut kualitas 
kemampuan sumber daya pengawasan. 
Berdasarkan pengamatan, oleh karena tugas 
pengawasan dilaksanakan berulang-ulang 
membuat para auditor menjadi  jenuh. Disisi 
lain kegiatan pendidikan dan pelatihan yang 
dapat memberikan motivasi dan semangat 
kerja bagi para pengawas/auditor, kurang 
intensif dilaksanakan. Hasil wawancara 
dengan informan Muh. Tasman Hamsun, 
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Sekretaris Inspektur menyatakan sebagai 
berikut: 
“Kami menyadari bahwa kualitas 
pengawasan terletak pada kualitas sumber 
daya manusia sebagai pengawas/auditor. 
Kualitas sumber daya pengawas/auditor 
terletak pada intensitas pendidikan dan 
pelatihan, selain dapat memberi penyegaran 
juga terutama dapat meningkatkan motivasi 
kerja. Oleh karena minimnya anggaran yang 
tersedia, sehingga intensitas pendidikan dan 
pelatihan bagi sumber daya 
pengawas/auditor sangat minim. Disisi lain, 
beberapa aparat yang sudah mengikuti 
pelatihan pengawasan, dimutasi ke SKPD 
lain. Kami sudah berhasil mengikutkan 
sekitar 40 (empat) puluh) aparat untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan 
pengawasan, namun auditor yang bertugas 
hingga saat ini hanya 23 (dua puluh tiga) 
orang” (wawancara tgl. 15 Januari 2015).      
Program kerja Pemerintah Daerah yang 
tertuang dalam Visi Misi Gubernur Provinsi 
Sulawesi Tengah selang 5 tahun (2011-2016), 
antara lain Peningkatan Kualitas Sumber 
Daya Manusia yang Berdaya Saing 
Bedasarkan Keimanan dan  Ketaqwaan. 
Namun, dalam realitasnya belum ada upaya 
yang konkrit diwujudkan terutama di 
lingkungan Inspektorat Daerah. Untuk dapat 
melakukan pengawasan terhadap Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada 
di lingkungan pemerintahan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah, 
membutuhkan kemampuan aparat 
pengawas/auditor yang memiliki dedikasi dan 
integritas yang tinggi. Kualitas kemampuan 
aparat seperti itu belum terwujud dalam 
pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka 
membentuk sistem yang dapat memperkecil 
adanya kesempatan dalam rangka mengurangi 
tingkat kebocoran anggaran. Hasil wawancara 
dengan informan Mudzakir, salah seorang 
auditor menyatakan sebagai berikut: 
“Tugas pengawasan hingga saat ini belum 
sepenuhnya mampu memberikan dampak 
terhadap pemberantasan KKN karena tidak 
seluruh permasalahan (kasus) yang 
ditemukan dapat terungkap secara 
keseluruhan disebabkan keterbatasan jumlah 
auditor, anggran. Kondisi seperti itu sudah 
jelas kurang berdampak bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat” (wawancara 
tgl.16 Januari 2015).   
Berdasarkan pengamatan, misi 
Pemerintah Daerah dalam rangka 
mempercepat reformasi birokrasi, penegakkan 
supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia 
(HAM), peningkatan kualitas sumber daya 
nanusia yang dapat berdaya saing berdasarkan 
keimanan dan  ketaqwaan sehingga mampu 
meningkatan pertumbuhan ekonomi melalui 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan, belum 
sepenuhnya mampu diwujudkan. Rendahnya 
pelayanan kepada masyarakat sehingga masih 
cukup banyak yang belum memperoleh akses 
pendidikan dan kesehatan yang bermutu, dan 
pemberdayaan potensi yang dimilikinya. 
Hasil wawancara dengan informan Mien 
Vera, salah seorang auditor menyatakan 
bahwa: 
“Tingkat pertumbuhan perekonomian rakyat 
belum siqnifikan dapat meningkatkan 
kesejahteraan. Masih cukup banyak kasus 
ketidakwajaran dalam pertanggungjawaban 
anggaran daerah sebagaimana  temuan 
pengawas eksternal Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK-RI) Provinsi Sulawesi 
Tengah, terdapat tujuh Pemerintah Daerah 
(Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah 
mendapatkan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013, yaitu 
Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, 
Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi 
Moutong, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten 
Buol terdapat beberapa permasalahan yang 
signifikan mempengaruhi penyajian LKPD 
TA 2013” (wawancara tgl.18 Januari 2015).  
Berdasarkan amanat Undang-Undang 
Nomor 01 Tahun 2004, tentang 
Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat 3, 
menyatakan bahwa Gubernur/ 
Bupati/Walikota meyampaikan laporan 




keuangannya ke BPK RI paling lambat tiga 
bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 
sampai dengan tanggal 31 Maret. Berdasarkan 
laporan tersebut, pengawas eksternal dalam 
hal ini BPK-RI, melakukan audit terhadap 
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK), termasuk 
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), dan Laporan Review LKPD 
dari Inspektorat serta Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab dari masing-masing Kepala 
Daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, Pasal 17 ayat 2, BPK-RI Provinsi 
Sulawesi Tengah, hanya mempunyai jangka 
waktu dua bulan untuk menyelesaikan laporan 
hasil pemeriksaan dan menyerahkannya 
kepada DPRD dan diharapkan kepada pihak 
Pemerintah Daerah untuk menyiapkan 
dokumen pendukung pemeriksaan yang akan 
dilakukan. 
Berdasarkan uraian hasil analisis 
penelitian tersebut, disimpulkan bahwa, 
kinerja output belum sepenuhnya optimal 
menunjukkan hasil, karena belum keseluruhan 
berdampak pada peningkatan kemampuan 
organisasi yang bermanfaat bagi peningkatan 
kualitas sumber daya pengawasan, 
peningkatkan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
mendorong pemberantasan praktik-praktik 
KKN, dan terutama dapat mewujudkan 
akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, 
dalam rangka menciptakan tata kelola 
Pemerintahan yang baik dan pemerintahan 
yang bersih. Kondisi itu sudah tentu 
berdampak pula pada rendahnya tingkat 
perekonomian masyarakat dan pada 
gilirannya berdampak pula pada rendahnya 
tingkat kesejahteraan masyarakat.  
Kinerja outcomes belum sepenuhnya 
optimal menunjukkan hasil, karena belum 
keseluruhan berdampak pada peningkatan 
kemampuan organisasi yang bermanfaat bagi 
peningkatan kualitas sumber daya 
pengawasan, peningkatkan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, mendorong pemberantasan praktik-
praktik KKN, dan terutama dapat 
mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah 
Daerah, dalam rangka menciptakan tata kelola 
Pemerintahan yang baik dan pemerintahan 
yang bersih. Bernardin & Russel (dalam 
Sulistiyani & Rosidah, 2003:224), 
menekankan bahwa kinerja atau dalam istilah 
lain “performance” merupakan catatan 
outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai 
tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama 
periode waktu tertentu. Sedang kinerja suatu 
jabatan secara keseluruhan sama dengan 
jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai 
atau kegiatan yang dilakukan. Berarti kinerja 
adalah suatu hasil yang telah dikerjakan 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi 
yang dilaksanakan secara legal, tidak 
melanggar hukum serta sesuai dengan moral 
dan tanggung jawab yang dibebankan 
kepadanya dalam suatu periode tertentu.  
Keberhasilan organisasi Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 
tujuan ditunjukkan kemampuan aparatnya 
merealisasikan apa yang telah diamanatkan 
dan menjadi harapan masyarakat atas 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. Keberhasilan organisasi dalam 
konsep kinerja tersebut menunjuk pada 
kinerja yang tidak dimaksudkan menilai 
karakteristik individu tetapi mengacu pada 
serangkaian hasil yang diperoleh selama 
periode waktu tertentu. Kinerja seseorang 
merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha 
dan kesempatan yang dinilai dari hasil 
kerjanya. Kemampuan kerja juga dapat 
dipahami melalui kegiatan lain seperti 
dikemukakan Rivai (2003:424) yaitu, 
kegiatan yang dilakukan untuk memberi 
masukan untuk keputusan penting seperti 
promosi, transfer dan pemutusan hubungan 
kerja.   
Pada masa sekarang ini, tuntutan untuk 
bekerja secara professional sudah menjadi hal 
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yang mutlak. Memang tidak mudah, tetapi 
dengan kemampuan individu para auditor di 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
motivasi kerja yang tinggi, akan 
menghasilkan yang lebih baik sesuai harapan 
masyarakat.  Oleh karena itu perlu adanya 
penilaian atas kemampuan kerja seseorang 
sebagai bukti kinerjanya. Tugas aparat auditor 
selaku pengawas Inspektorat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, adalah melaksanakan 
pemeriksaan atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan, sehingga harus ditunjang oleh 
kompetensi teknis sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: 
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar 
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) menyatakan kompetensi teknis yang 
harus dimiliki oleh pemeriksa adalah auditing, 
akuntansi, administrasi dan komunikasi. 
Disamping wajib memiliki keahlian tentang 
standar audit, kebijakan, prosedur dan 
praktik-praktik audit, auditor harus memiliki 
keahlian yang memadai tentang lingkungan 
pemerintahan sesuai  dengan tupoksi unit 
yang dilayani oleh APIP.  
Keit Davis (Sedarmayanti, 2004:177) 
mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau 
prestasi kerja adalah faktor kemampuan dan 
faktor motivasi. Faktor kemampuan sumber 
daya aparatur pemerintah terdiri dari 
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan 
ability (knowledge + skill), sedangkan faktor 
motivasi terbentuk dari sikap (attitude) 
sumber daya aparatur pemerintah dalam 
menghadapi situasi kerja. Motivasi 
merupakan kondisi yang menggerakkan 
sumber daya aparatur pemerintahan dengan 
terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, 
yakni good governance atau kepemerintahan 
yang baik.  
Dengan demikian, kinerja merupakan 
hasil kerja yang bersumber dari kemampuan 
dan motivasi yang dimiliki oleh setiap 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan 
menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai 
waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu 
pegawai sendiri mampu berkarier dengan 
kemampuan yang dimiliki serta di dukung 
oleh sarana dan prasarana yang menunjang 
akan bisa berkembang. Karyawan yang 
memiliki kemampuan dan motivasi kerja yang 
tinggi berarti karyawan tersebut mempunyai 
nilai tambah sendiri untuk mengembangkan 
karier. 
Berdasarkan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tengah Nomor 28 tahun 2009, 
berapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber 
Daya Manusia Aparatur Inspektorat antara 
lain: (a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan 
Diklat bagi auditor dan tenaga pemeriksa 
melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan 
Sulawesi Tengah; b) Merumuskan dan 
menetapkan Kode Etik bagi Auditor dan 
Tenaga Pemeriksa di lingkungan Inspektorat. 
Dalam rangka itu, perlu peningkatan anggaran 
Inspektorat antara lain diperuntukkan bagi: (a) 
Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi 
bagi  Pejabat Fungsional  Auditor melalui 
kebijakan Remunerasi berupa tunjangan 
Perbaikan Penghasilan PNS;  (b) Peningkatan 
pengadaan sarana dan prasarana penunjang 
pengawasan; (c) Peningkatan alokasi biaya 
bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan 
aparatur pengawasan; (d) Peningkatan biaya 
untuk sistem pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala 
Daerah; (e) Peningkatan alokasi biaya untuk 
penataan dan penyempurnaan kebijakan 
sistem dan prosedur pengawasan melalui 
penyusunan dan perumusan Pedoman 
Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar 
Materi Pengawasan (DMP); (f) Peningkatan 
alokasi biaya koordinasi pengawasan yang 
lebih komprehensif untuk fasi litasi kegiatan 
pelaksanaan Pakta Integritas; (g) Peningkatan 
alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan baik Internal maupun eksternal; 
(h) Peningkatan Manajemen Mutu 
Pengawasan yang  berstandar ISO 9001 : 
2000 . 




Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri RI (DEPDAGRI) Nomor 13 Tahun 
2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah sebagai implementasi penganggaran 
berbasis kinerja (Performance Based 
Budgeting), sebagai model perencanaan 
partisipatif, kiranya dapat dijadikan sebagai 
landasan berpikir secara universal dan tidak 
secara sektoral.  Atas dasar itu, Pemerintah 
Daerah Sulawesi Tengah harus 
memberlakukan sistem dan mekanisme 
anggaran yang berlandasakan pada sistem dan 
mekanisme penganggaran berbasis kinerja. 
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP Daerah) yang mengacu pada 
RPJP nasional. Berdasarkan RPJP daerah 
tersebut perlu disusun rencana pembangunan 
jangka menengah daerah (RPJM) yang 
nantinya dijadikan sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 
(RKPD) dan rencana strategi (renstra) satuan 
kerja pemerintah daerah (SKPD). Sehingga 
setiap tahun SKPD, khususnya Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
menuangkan dalam RAPBD, sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi yang lebih realis. 
Hasil pengamatan pada praktiknya, 
penyusunan APBD SKPD belum memenuhi 
unsur penerapan sistem dan mekanisme 
penganggaran berbasis kinerja.  
Persoalan inilah antara lain 
mempengaruhi pengawasan atas pengelolaan 
keuangan berbasis kinerja, karena  dalam 
implementasinya menjadi rancu karena hanya 
ditekankan pada pertanggungjawaban 
keuangan secara adminsitratif, dan bukan 
kinerja yang berdampak bagi terwujudkan visi 
dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, 
yang dapat mempercepat reformasi birokrasi, 
penegakkan supremasi hukum dan Hak Azasi 
Manusia (HAM), meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang berdaya saing 
bedasarkan keimanan dan  ketaqwaan, 
meningkatkan  pembangunan infrastruktur, 
meningkatan pertumbuhan ekonomi melalui 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan 
meningkatkan pengelolaan sumber daya alam 
secara optimal, dan berkelanjutan. 
Kerancuan lain yang ditemui dalam 
penyusunan program pembangunan, tuntutan 
pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang 
berarti setiap SKPD harus memenuhi unsur 
kinerja, sementara indikator kinerja  yang 
dijadikan sebagai acuan harus didasarkan atas 
pedoman teknis yang kurang memberi 
dampak bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Sementara setiap SKPD belum 
mampu menyusun program kerja berdasarkan 
indikator kinerja yang dapat mewujudkan 
visi-misi Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Program SKPD, cenderung 
menyusun kegiatan yang didasarkan atas hasil 
evaluasi program  pada tahun sebelumnya 
yang tidak masuk dalam priroitas.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Berdasarkan uraian tersebut 
disimpulkan bahwa, kinerja Inspektorat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, belum 
sepenuhnya optimal dari tiga indikator yaitu, 
inputs, outputs, dan outcomes. Hasil 
penelitian menemukan adanya ketidak 
seimbangan jumlah obyek pengawasan 
(SKPD) dan ruang lingkup tugas dengan 
ketersediaan auditor. Sumber daya aparat 
auditor sebagai inputs yang tersedia sebanyak 
26 orang, mengaudit  48 SKPD dan institusi 
terkait di tingkat Provinsi, serta SKPD-SKPD 
yang terdapat 55 SKPD di 11 kabupaten/kota. 
Kondisi itu menyebabkan kemampuan 
organisasi menjadi kurang optimal 
meningkatkan kualitas sumber daya 
pengawasan, melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, mendorong pemberantasan praktik-
praktik KKN, dan terutama dalam 
mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah 
Daerah. 
Dalam rangka meningkatkan kinerja 
organisasi, diperlukan pengembangan kualitas 
sumber daya aparat auditor dalam rangka 
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meningkatkan kemampuan pengetahuan, 
keterampilan, dan kompetensinya di bidang 
pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan 
yang intensif. 
Perlunya penambahan jumlah aparat 
auditor, dan meningkatkan anggaran 
operasional, dalam rangka meningkatkan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang mampu 
menciptakan tata kelola Pemerintahan yang 
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